
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : es TAHUN 2OL9

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN ALAT BERAT EXCAVATOR

Menimbang

PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

: a. bahwa alat berat excavator merupakan barang
milik negara yang dihibahkan oleh Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian
Kelautan dan Perikanan kepada Dinas
Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan
peruntukkan bagr kegratan pengembangan
perikanan budidaya sehingga dapat
meningkatkan Produksi Perikanan;

b. bahwa agar pemanfaatannya efektif, efisien dan
berkelanjutan maka perlu diatur tata cara
pemanfaatannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf b di atas, perlu diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan
Komering llir.

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan KotaPraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OA4 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OA4 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44331
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2OA9 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2OO+ tentang Perikanan;

Mengingat

3. Undang-Undang...



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OlI Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523\;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Intlorresia Ncrrnor 4609), sel:agairrrana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a855);

Feraiuran Feurerinia.ir iiomor 38 Tahun 2AAT
tentang Pembagian Urusan Pem.erintahan Antara
Pemerintah Daerah, Propinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89,
T--=:!--r^ ^-^ T ^--1^^-^- r\r--^-^ r-r^-^-.1-1.:r- T-^ .,^-^ ^-.:^r ie'ul uirirctrl .l.rEllluir.r.1r r rrcEar a i{epU Dili{ ilfciOnesia
Nomor a7all;

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ilir Tahun 2Ot6 Nomor 2);

4.

5.

6.

l.

8.

9. Peraturan ...



g. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Nomor 27 Tahun 2OlO tentang Retribusi
Pamakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2OlO Nomor 271, sebagaimana diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan
Komerrng llrr Nomor 13 'l'ahun 2OTT tentang
Perubahin Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ilir Nomor 27 Tahun 2010
teitang Retribusi Pemakaian Kekayaan- Daerah
(L,embiran Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ilir Tahun 2Ol7 Nomor 12);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMANFAATAN ALAT BERAT EXCAVATOR PADA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN OGAN KOMERING
ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering llir.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
Penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.

4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering llir.

S. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
atas bLban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal
dari perolehan lainnya yang sah.

6. Alat Berat Excavator adalah alat berat multi purpose yang mampu
meiakukan pekeryaan menggaii, memuat rian memecah, Serta
memindahkan material sehingga mempennudah dan mempercepat
penyelesaian pekerl'aan penggalian.

T. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan
adalah gebungan pembudidaya ikan yang terorganisir dalam
pengelolaan usaha pada satu manqjemen bersama.

8. Pembudidaya ikan adalah orang yang matapencahariannya
melakukan pembudidayaan ikan.

9. Pembudidayaan ...



9. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara,
membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya
dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang
menggurlakan kapai untuk memuat, rnengangkui., menyimpan,
mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya.

Pengembangan adalah proses pembangunan prasarana budidaya
yang dilakukan secara bertahap dan teratur.

Prasarana budidaya adalah bangunan yang digunakan untuk
menunjang kegiatan perikanan budidaya yang dalam
pengoperasiannya tidak dapat dipindahkan, seperti tambak, kolam,
pintu air, jaringan irigasi, jalan produksi dan sebagainya.

Prasarana pendukung budidaya adalah bangunan untuk
mendukung berfungsinya prasarana budidaya, seperti jembatan,
gorong-gorong, dan lain sebagainya.

Rehabilitasi adalah perbaikan prasal'ana dan sarana budidaS,a yang
rusak berat yang mencakup kegiatan desain rehabilitasi dan
konstruksi.

Sarana Budidaya adalah wadah atau alat/mesin untuk mendukung
proses produksi perikanan budida5za.

Pinjam pakai adalah bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara
sebagai pendayagunaa.n Barang Milik Negara yang tidak
dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian
Negara/lembaga, dengan tidak mengubah status kepemilikan, sesuai
!--r---r-- t, ^--1 - r_.,lLt, LEI I L llial r ptrI ir. L tl r i:u r y aI IE, UEI lir.l{.tl.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah.

17. Pemanflaat adalah Pokdakan yang memanfaatkan alat berat
excavator.

18. Piha-k L.a:n ad-a-lale perora-nga! a-ta-u kelompok a-ta-u ba-da-n hr-rkr-rm
lainnya yang dapat memanfaatkan alat berat excavator.

19. Basecamp adalah tempat menyimpan alat berat.

20. Biaya pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan sebagai
antisipasi aktiiitas yang berhubungan ciengan perbaikan komponen
alat berat excavator agar dapat berfungsi sesuai rencana dan
berkelanjutan.

10.

11.

1,2.

1?

14.

15.

16.
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2i vlonitoring atau pemalltauan peiaksanaan pemanfaatan aiat berat
excavator adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui
sampai dimana excavator tersebut dimanfaatl<an sesuai dengan
tujuan dan sasaran penyediaan excavator.

Evaluasi nelaksanaan pem anfaatan alat trerat excavator merunakan
suatu kegiatan analisa hasil monitoring yang dilakukan untuk
mengetahui seluruh kondisi kegiatan yang sudah dilaksanakan
terkait pengelolaan excavator, yang selanjutnya dijadikan bahan
pertimbangan guna mengambil keputusan dan kebijakan agar
kegiatan beqialan sesuai prosrarn yang direncanakan.
Masa pemanfaatan excavator adalah jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi pemakai untuk melakukan
pembayaran atau setoran jasa pemanfaatan terutang.
operator adalah seorang petugas yang ditunjuk oleh Bupati atau
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten ogan Komering Ilir
untuk menjalankan excavator.

Mekanik adalah seorang ahli mesin yang ditunjuk oleh Bupati atau
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten ogan Komering Ilir untuk
men ga n tisipa si kerr t sa ka n dan sekaligr rs mem perha iki apa hila te{acl i
kerusakan mesin excavator pada saat pelaksanaan excavator.
Pembantu operator adalah seorang yang bertugas membantu
operator menjalankan excavator.

BAB II

BENTUK PEMANFAATAN EXCAVATOR

Fasal 2

Bentuk pemanfaatan alat berat excavator untuk kegiatan
pengembangan perikanan budidaya adalah pinjam pakai.
Pema:rfa-atan exea-rra-tor c1-ipnonta-ska-n ba-gr kelompok pembr-rct-ida-;ra
ikan atau Pokdakan untuk menunjang kegiatan peningkatan
produksi perikanan budidaya.

Pemanfaatan excavator juga dapat digunakan oleh pihak lain sejauh
alat sedang tidak digunakan oleh pengguna prioritas dan digunakan
tiaiam rangka untuk menunjang peningkatan produksi perikanan,
mendukung kelestarian sumberdaya ikan dan yang masih ada kaitan
dengan perikanan.

Pokdakan atau pihak lain dapat meminjam excavator dengan
menanggung biaya operasional yang timbul antara lain
mobilisasi/demobilisasi, operator, solar, oli, dan pemeliharaan
lainnya.
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Pasa-l 3

(1) Pemanfaatan excavator adalah untuk kegiatan pembangunan,
rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pembudidayaan
ikan serta prasarana dan sarana pendukungnya mencakup kegiatan;
a. buciiriaya air tawar
b. budidaya air payau
c. budidaya laut

(2) Pemanfaatan excavator untuk kegiatan budidaya air tawar
sebagairnana dirnaksud ayat (i) huruia pasai ini meiipuii:
a. pembangunan dan rehabilitasi kolam;
b. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi kolam/minapadi;
c. pembangunan dan rehabilitasi jalan akses dan jalan produksi

perikanan;
--! .-,-^-.--.!^.^.- --!-.^ .---I--.'!^-:!:r--: --^-- l--l----^ - -^^--:1-^-- - --u. Pcurua.rr.E,L{rra1r (la.rr rElrir.uluLieur Prasararla pelfuui<iillg pel.li<aliait

budidaya air tawar lainnya seperti gorong-gorong, jembatan, pintu
air dan lain-lain.

(3) Pemanfaatan excavator untuk kegiatan budidaya air payau
crl:a*ciltcno r{r'qo1,^,,,{ ^,,^+ l1 f L,,-,,f 1- *^^^l ih.! '-^li-.,+;.DvuaEar^rcllrq. ururGoqu qJaL trrrrqr Lar tJ lJirliriai riii ij'iuiiijijLi.
a. pembangunan dan rehabilitasi tambak;
b. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tambak;
c. pembangunan dan rehabilitasi jalan akses dan jalan produksi

tambak;
d nnnrh-qn<tr-rn.2n dgn reh-ehilitos,i r'!l'slqar.q!1a trarer{rrlzrrnc nariLan.snv.-uviiiiaei },i <sai qiia ijuii.\:i ^-L'riii5 ijd;i j.r-Lii'iire,ii

budidaya air payau lainnya seperti gorong-gorong, jembatan, pintu
air dan lain-lain.

(4) Pemanfaatan excavator untuk kegiatan budidaya laut sebagaimana
dimaksr-rd a:tat (1) hun-r.f c pasal ini meliptrti:
a. pembangunan dan rehabilitasi jalan akses menuju kawasan

budidaya laut;
b. pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendukung perikanan

budidaya laut lainnya.

(5). Pemanfaatan excavator yang digunakan oleh pihak lain sebagaimana
pasal 2 ayat 4 meliputi :

a. Pembersihan sungai dari tanaman air yang mengganggu
transportasi sungai.

b. Perbaikan tanggul sehingga memudahkan air masuk ke perairan
umum dan daratan termasuk ikan dan biota air lainnya.

c. perbaikan saluran air yang sudah mengalami pendangkalan
untuk ruang gerak ikan diperairan umum daratan.

d. Normalisasi sungai, dan kepentingan lainnya yang menggunakan
alat berat excavator untuk kepentingan masyarakat/
kepentingan umum lainnya.

Asuransi ...



(1)

Asuransi Pemanfaatan

Pasal 4

Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yau,:lg tidak diinginkan terhadap
excavator, seperti kerusakan berat, hilang, dan lain-lain, pemanfaat
excavator drwalrbkan mengurus asuransr atau bertanggungawab selama
masa pemakaian dan pengangkutan excavator.

BAB III

TATA CARA PEMANFAATAN

Bagian Kesatu
D^-^l (

Pemanfaat excavator baik oleh Pokdakan atau pihak lain dalam bentuk
pinjam pakai harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati atau
pejabat yang ditunjuk sebagai pengelola alat berat excavator tersebut.

Pasai 6

Pokdakan atau pihak lain yang berminat untuk memanfaatlcan
excavator harus mengajukan proposal permohonan pinjam pakai alat
berat excavator yang ditujukan kepada Bupati cq. Dinas Perikanan
dengan menggunakan formulir model Proposal (F- 1) sebagairnana
contoh pada Lampiran L Peraturan Bupati ini;

Proposal sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus memuat
seticiaknya tujuan pemanfaaran, iokasi cian iuas areai yang akan
dikerjakan dengan excavator, dan melampirkan persyaratan sebagai
berikut:

a. Data Pokdakan:
1) fotocotry bukti pendirian kelompok yang telah dilegalisir
2) kepengurusan kelompok
3) fotocopy sertifikat kelas kemampuan kelompok yang telah

dilegalisir
4) daftar anggota kelompok

h ho*a Ancanta DnI.r{al'o-sqLq lurraravLs r v^\uurlqra

1) fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2) fotocopy Kartu Keluarga (KK)

c. Data Kepemilikan Lahan
1) fotocopy akta tanah atau surat kepemilikan tanah

ciipersamakan.
2) Untuk tanah/lahan tambak terutama di daerah pesisir disertai

dengan surat keterangan lahan tidak masuk kawasan hutan
lindung dari pihak yang berwenang.

(21
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d. Data Teknis
U sket lokasi yang akan dikerjakan
2l surat kuasa anggota kelompok kepada ketua kelompok (formulir

model surat kuasa (F-2X jika dikuasakan)
3) surat pernyataan tanggung jawab mutlak/ Palrta Integritas

(formulir model Pakta Integritas (F-3)

e. Persyaratan untuk pihak lain meliputi fotocopy bahan hukum [iika
ada sebagai pendukung), fotocopy KTP dan Kartu Keluarga atas
narna peminjam, sket lokasi yang akan dikerjakan, surat
kepemilikan tanah atau lahan kecuali untuk sungai lebak lebung
tidak <iiperiukan, serta meiengkapi daia teknis seperti pacia poin ci

diatas.

Pasal 7

Pok<iakan atau pihak iain yang memenuhi persyaratan <iapat
memanfaatkan alat berat excavator setelah menandatangai Surat
Perjanjian Penggunaan Alat Berat Excavator dengan Kepala Dinas
Perikanan selaku pengelola sebagaimana contoh Formulir model Surat
Pe{anjian Penggunaan Alat Berat Excavator (F-a) pada Lampiran 4.

Bagian Ked.ua

PEMELIHARAAN ALAT

Pasal 8

(1) Setiap pemanfaat diwajibkan menjaga agar alat tetap terpelihara
dengan baik;

(2) Kerusakan yang te{adi terhadap excavator selama masa pemanfaatan
excavator menjadi tanggungjawab pemanfaat untuk melakukan
perbaikan dan juga penggantian sparepartnya;

(3) Kesediaan bertanggungjawab dan mengganti kerusakan yang terjadi
pada Alat Berat Excavator dinyatakan dengan Surat Pernyataan
a^.^^-aj ri^-*..!i- 1r^J^l Cr,,-^r T1^-*--^!^^* /If tr\ *^l^ T ^*-:-^.^ trrrcPtrr Lr l'(rrrlrtllil lvlLr(lgr L)urd.L r-crrrJd.Ldd.rr (r'-\r, pd.ucr, r4.rlrlJrri1'rr \r.

(4) Operator, mekanik dan pembantu operator disediakan oleh
Pemerintah Daerah.

Ifagrarr A'eug,a

DEMOBILISASI DAN LAPORAN

Pasal 9

Pemanfaat wajib mengembalikan alat berat yang dipakainya dalam
keadaan baik selambat-lambatnya 1 (satu) hari atau 24 (dua puluh empat)
jam setelah waktu pemakaian berakhir ke base camp alat atau daerah
tujuan pemanfaatan alat berikutnya jika lebih dekat dari base camp.

Pasa1 10 ...
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Pasal 1O

Penyerahan kembali alat berat disertai laporan pemanfaatan alat berat
yang sekurang-kurangnya memuat data pemanfaat, jenis pekerjaan yang
sudah dikerjakan, lama pemakaian dan luasan lahan ytrrg sudah
dikerjakan menggunakan alat berat excavator dengan formulir model
l,aporan (l'-(t) sebagarmana Lamprran b.

Pasal 11

Kepad.a pemanfaat yang tidak mengembeJikan Alat Berat Exca.rator ! xe4
jam maka Bupati Ogan Komering Ilir melalui Dinas Perikanan selaku
pengelola dapat mendemobilisasi secara paksa dengan biaya ditanggung
oleh kelompok pemanfaat.

$ngian Keempat

SANKSI

Pasal 12

Dalam hal pemanfaat tidak mengernbalikan alat berat excavator tepat
pada waktunya, maka akan dikenakan sanksi administrasi dan
sanksi denda.

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksurl ayat (1! berupa
pengurangan nilai kelas kelompok dan penundaan dalam program-
program pemerintah.

Sanksi denda sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk keterlambatan
setiap hari kalender, pemanfaat excavator akan dikenakan sanksi
1.---".",.-.-. -l---,.-'{- --1--*--- 1,'---- 1--1.: .---:r *----- .---- 1-*--: *--.-,: --- *-I - ----+rrEruPir" (lEll(lir. scuEsir.l lllrrar, rLir.ll Lir.lu sEwi1" PEr rrir..r.r sEl,uitt piartar o aya,L
(2) butir b Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 27
Tahun 2O7O tentang Retribusi Pamakaian Kekayaan Daerah, yaitu 5
x Rp. 340.000,- = Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu
rupiah).

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Umum
Daerah.

Bagian Kelima

PENGAWASAN

Pasal 13

Penf-tqrr.to.,1an atqq rrr'!olzqorrqon lratanfrron rlalam narotrrran llrrna.|-i .inia v^a6evlssqr^ qlqv },vr@rpsrqqar r\vLvrrLqdr U(iicUiI frviqLiiiqii iiiiijqi-i .iiii

ditugaskan kepada dinas sesuai dengan organisasi dan tata laksana yang
ditetapkan oleh Bupati

(1).

{21

(3)

(4)

BAB IV ...
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(1).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut
dengan Surat Pe{'anjian Penggunaan Alat Berat Excavator.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 327 Tahun 2015
tentang Petun3uk 'l'eknrs Pemantaatan Aiat lJerat Excavator pada
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Alat Berat
Excavator pada Dinas Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam l"embaran Daerah
Kabupaten Ogan Komering llir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal /s 14 a/"e I 2019

(21.

Diundangkan
pada tanggal

di Kayuagung
,.(* Hqret ZOtg

{"rrorr ocAN K,MERTN c tLtR,/$.

A7; SEKRETARIS BUPATEN OGAN KOMERING ILTR 
4

BERITA DAERAI{ IGBUPATEI\i OGAi\i KOivIERii\iG iLiR
TAHUN 2OT9 NOMOR ..*f

nrzn T ^1-^1 /hr n__L-:!: n^..-..:..1- a^t--:^ !:t=--^..f^^.^.- i1^r D^.-^. r*-^^--^.^- .^^J- n:--^^rrr\r r/uA.1.r u-,r, rtrruLru rcLurrjUii iCi\iris iCiiiiiniiiiiraiil Aiat ijei'ai irxcavatof pada iiiiias
Perikanan Kabupaten OKI Tahun 20i9


